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ABSTRAK 

 

STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN 

KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 

(BPRS) WAY KANAN 

 

Oleh : 

 

LUTVIYAH ARNI DAMAYANTI 

NPM. 1804101062 

 

Salah satu ciri yang membedakan Bank Umum Syariah dengan bank 

konvensional adalah keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) pada bank 

syariah yang independen dan terletak sejajar dengan dewan komisaris. DPS, 

memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan syariah di Bank Islam. DPS 

bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Islam 

sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam  meningkatkan kepatuhan syariah  pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan dan untuk mengetahui 

kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan field research serta 

teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang 

ada dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data 

sekunder yang diperoleh langsung dari narasumber yang ada di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh 

dari studi kepustakaan buku dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan 

judul dan juga teori yang digunakan.  

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa strategi Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) sudah dilaksanakan dengan maksimal sehingga kepatuhan syariah pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan terus meningkat sehingga 

tingkat Kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan juga cukup baik terlihat dari BPRS Way Kanan sudah melaksanakan 

pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, dana zakat yang 

berasal dari BPRS Way Kanan berasal dari internal yang didapat dari pendapatan 

bank itu sendiri dan bagi hasil sebesar 2,5% dari hasil pendapatan selain itu juga 

didapat dari gaji karyawan sebagaimana disisikan 2,5%. Kualitas pelayanan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baikserta sumber 

dana yang dihimpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan 

secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah.  
 

Kata Kunci: Strategi, Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah. 
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MOTTO 

 

َ لعََلذكُمۡ  ۖٗ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ ضََٰعَفَةٗ ضۡعََٰفٗا مُّ
َ
اْ أ ِبَوَٰٓ كُلوُاْ ٱلر 

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ لََ تأَ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ يََٰٓ

 ١٣٠تُفۡلحُِونَ  
Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu  mendapat 

keberuntungan”, (Q.S. Al-Imran:130) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syariah memang berusaha untuk 

menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh 

terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain 

yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, 

diantaranya yaitu terbebas dari maisir, gharar, haram, zalim dan menjaga 

kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat 

belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai Bank Syariah yang tidak 

sepenuhnya syariah karena dianggap masih sarat dengan berbagai 

penyimpangan
1
. 

Untuk menjaga agar produk dan operasional Bank Syariah tetap berada 

dalam aturan syariah Islam, maka Majelis Ulama Indonesia telah membentuk 

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai 

pedoman bagi Bank Syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

Syariah. Namun dalam pelaksanaan fatwa tersebut oleh bank syariah juga 

belum terjamin karena masih adanya teguran-teguran tertulis maupun lisan 

terhadap Bank Syariah tertentu yang dipanggil oleh Bank Indonesia yang 

sebagian besar menyangkut pelaksanaan teknis dari Fatwa DSN sehingga hal 

                                                           
1 Muhammad Elsa Tomisa, Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Persoalan Riba, 

(Jurnal Madania, Vol. 2, No. 1, Juni 2016), h.39. 



2 

 

 
 

itu menunjukkan bahwa perbankan syariah kurang patuh terhadap Fatwa 

DSN
2
. 

Penerapan kepatuhan syariah menjadi hal yang sangat penting, 

penerapan kepatuhan syariah yang baik mempunyai peran dalam menjaga 

eksistensi, keberlangsungan, dan perkembangan bank syariah. Hasil penelitian 

Wardayati menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah kepada 

bank syariah
3
. 

Kepatuhan syariah merupakan prinsip yang membedakan perbankan 

syariah dari perbankan konvensional. Prinsip ini menjadi manifestasi 

pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam hal karakteristik, integritas, dan 

kredibilitas bank syariah. Fungsi kepatuhan syariah bersifat preventif, yaitu 

memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha 

yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
4
.  

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wujud dari tingkat kepatuhan 

bank syariah terhadap ketentuan-ketentuan fatwa dan DSN-MUI serta 

kebijakan dari Bank Indonesia harus memiliki strategi yang baik dan mampu 

diimplementasikan dengan maksimal tujuannya adalah bank syariah mematuhi 

semua prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan transaksi. Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) sangat penting bagi sebuah lembaga bank syariah. 

                                                           
2 Karnaen,A Perwataadmaja. Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Dana Bhakti Wakaf, 

Yogyakarta, 2011), h.109 
3 Wardayati, SM. Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan 

Bank Syariah.(Jurnal Wa`lisongo. Vol 19, Mei 2011 No.1) 
4 Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca 

Transformasi ke dalam Hukum Positif, (Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 

No. 2. ISSN 517-528) 
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Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat subhat dan 

kompleks, sehingga semua ini membutuhkan penasehat atau counselor yang 

terkait dalam masalah halal dan haram.  

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu bukan sekedar sebagai 

penasihat hukum posistif, melainkan sebagai penasihat hukum Islam. Maka 

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan untuk 

melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan apakah 

sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu 

pengawasan yang lebih optimal oleh peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

agar produk-produk bank syariah sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu untuk 

mendukung kinerja lembaga keuangan syariah tersebut maka Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki strategi yang harus dilaksanakan 

untuk melakukan pengawasan pada lembaga bank syariah. Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.
5
 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan merupakan salah 

satu bank syariah milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang didirikan 

pada tanggal 11 Januari 2011 di Jl. Lintas Sumatra, Tiuh Balak, Kecamatan 

Baradatu Kab Way Kanan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan memiliki beberapa produk seperti murabahah, istisna, ijarah untuk jual 

beli lainnya serta pembiayaan bagi hasil dengan prinsip, mudaharabah, 

Musyarakah, Rahn dan Qord.Untuk menjaga kesesuaian antara konsep 

                                                           
5 Ismail. Perbankan Syariah. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015),h.33 
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transaksi keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dengan 

implementasi produk keuangan yang dijalankan oleh Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan di perlakukan adanya strategi dari Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). 

Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga agar semua 

transaksi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sesuai 

dengan prinsip syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan strategi 

pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dan kegiatan pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. Namun dalam 

pelaksanaannya masih berjalan kurang maksimal karena masih di temukan 

berbagai kendala seperti hasil wawancara pra penelitian dengan Aly 

Murtadlho salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan masih ditemukan kendala 

seperti kejar target untuk mencapai asset yang diinginkan dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi namun mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, lalu 

kendala dalam nasabah yang memanipulatifkan data, kantor cabang yang 

pegawainya mengalami reshuffle sehingga belum paham mengenai prinsip-

prinsip syariah dan persaingan antar perusahaan bank syariah.
6
 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

strategi yang di terapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk 

meningkatkan kepatuhan perbankan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Way Kanan terhadap prinsip-prinsip syariah, mengingat 

                                                           
6Wawancara dengan aly murtadlho salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, pada tanggal 1 Maret 2023 
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prinsip syariah adalah landasan beroperasinya bank syariah yang harus dijaga 

sedangkan dalam praktik di lapangannya belum sepenuhnya dipenuhi. Oleh 

karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dewan 

Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pelaksanaan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan 

kepatuhan syariah  pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk melihat strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan 

kepatuhan syariah  pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan 

secara praktis. 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran serta 

informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim khususnya 

terkait dengan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 



6 

 

 
 

meningkatkan kepatuhan syariah  pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Way Kanan. 

2. Secara praktis 

a. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)agar terus meningkatkan 

pengawasan kepada seluruh lembaga keuangan syariah sehingga 

mampu meningkatkan kepatuhan bank syariah dalam menjalankan 

operasionalnya agar lebih efektif dan efisien.   

b. Bagi IAIN Metro Lampung dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan 

dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 

meningkatkan kepatuhan syariah  di  perbankan syariah Indonesia telah 

banyak dilakukan. Namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara 

penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk 

menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut hasil beberapa 

penelitian terdahulu: 

1. Jurnal yang di tulis oleh Putri Ayu Pratiwi Tahun 2021 yang berjudul 

“Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin 

Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia 

Syariah)”, Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif, 

yaitu penelitian yang datanya dokumentasi. Penelitian ini mempunyai 
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sifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dewan Pengawas Syariah yang 

pertama dalam mengawasi prinsip syariah adalah dengan regulasi. 

Pengawasan syariah terhadap perbankan syariah diatur melalui UU, 

PBI/POJK serta ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI berlaku secara 

nasional.
7
 Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tolak 

ukur dalam melakukan pengawasan dimana peneliti terdahulu lebih 

memfokuskan pada pengawasan yang sesuai dengan regulasi dan fatwa 

DSN-MUI sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi 

pengawasan di  luar regulasi dan fatwa DSN-MUI. 

2. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah Tahun 2022 

yang berjudul “Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam Penegakan 

Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Upaya Menjaga Sharia 

Compliance)”, Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan 

konten doktrinal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dan urgen dalam 

menjaga tegaknya shariah complinence di Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dengan kinerja pengawasan dan penasihat yang akan melihat 

kesesuaian antara praktik produk LKS dengan konsep transaksi keuangan 

syariah yang telah difatwakan oleh DSNMUI.
8
 Perbedaan ini dengan 

                                                           
7 Putri Ayu Pratiwi, Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam 

Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah), (Jurnal 

Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 1, Desember 2021), h.76-78 
8 Muhammad Syarif Hidayatullah, Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam 

Penegakan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Upaya Menjaga Sharia Compliance), 

(Jurnal Bilancia Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2022), h.51 
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penelitian terdahulu terletak pada penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah sedangkan 

dalam penelitian ini lebih kepada strategi yang di gunakan oleh DSN 

3. Jurnal yang di tulis oleh Diah Ayu Fatmawati dan Usnan Tahun 2018 

yang berjudul “Audit Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Strategi 

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia 

Surakarta”. Penelitian   ini   menggunakan   metode   deskriptif   

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan strategi DPS pada 

BPRS yang diteliti masih belum optimal, diantarnya Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) sebagai Supervisor masih belum optimal mengingat masih 

ada beberapa produk di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta yang belum 

memenuhi Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai 

Advisor masih perlu ditingkatkan lagi karena selama ini Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) hanya sebatas memberikan nasihat dari temuan 

hasil kerja, belum pada saran yang berkaitan dengan inovasi produk bagi 

lembaga serta DPS sebagai suporter baru memberikan kajian kepada para 

karyawan tanpa ada tindak lanjut lebih dalam, hal itu dikarenakan 

kesibukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di luar tugasnya di BPRS 

Dana Mulia dan hanya satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 

berperan aktif dalam pengawasan kegiatan operasional di PT. BPRS 

Dana Mulia Surakarta.
9
Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada kepatuhan syariah di mana penelitian terdahulu lebih kepada 

                                                           
9Diah Ayu Fatmawati dan Usnan. Audit Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Strategi 

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, (Journal of 

Islamic Finance and AccountingVol. 1 No. 2, Juni-November 2018), h.19-34 
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penggunaan audit sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi 

yang di gunakan oleh DSN untuk meningkatkan kepatuhan syariah 

4. Jurnal yang di tulis oleh Iis Kusmiai Tahun 2015 yang berjudul 

“Pengaruh Implementasi Strategi DPS Terhadap Kepatuhan Pada 

aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Implementasi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank 

Syariah.
10

 Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif 

5. Jurnal yang di tulis oleh Rahma Yudi Astuti tahun 2015 yang berjudul 

“Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Syariah di Bank Syariah”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan evaluatif normatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan syariah selama ini dilakukan 

oleh DPS tidak memiliki pedoman yang standar bagi semua anggota 

DPS, tata cara pengawasan dan pelaporan sepenuhnya diserahkan kepada 

anggota DPS. Sehingga Antara satu DPS di bank syariah dengan bank 

syariah lainnya dapat berbeda tata cara pengawasannya dan 

pelaporannya. Ketiadaan pedoman pengawasan ini berdampak pada 

sulitnya mengukur kualitas kinerja, karena sejauh mana kinerja 

                                                           
10Iis Kusmiai, Pengaruh Implementasi Strategi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan 

Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III (2) 2015), h.391. 
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pengawasan tidak ada ukurannya. Hasil pengawasan syariah pun 

merupakan hasil penilaian anggota DPS atas kesesuaian bank syariah 

terhadap fatwa DSN yang tidak ada acuannya.
11

 Perbedaan dengan 

penelitian terdahulu terletak pada penelitian terdahulu terfokus pada 

kinerja DSN sedangkan dalam penelitian ini terfokus kepada strategi 

yang di terapkan oleh DSN untuk mewujudkan kepatuhan bank syariah 

                                                           
11Rahma Yudi Astuti, Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Syariah di Bank Syariah, (Jurnal Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015), h.194-210 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Dewan Pengawas Syariah 

1. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jenderal. 

Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. 

Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen 

puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi 

perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan 

eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai 

sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan 

dan sasaran utama organisasi akan tercapai.
1
 

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana 

besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap 

organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak 

dinyatakan secara eksplisit.  

Dalam perencanaan strategis terdapat tiga tahap penting yang tidak 

dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu 

perumusan strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi 

                                                           
1 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: GemaInsani, 2011), 

h.153-157 



12 

 

 
 

a. Formulasi strategi, adalah tahap awal dimana perusahaan menetapkan visi 

dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan eksternal 

perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjang yang kemudian 

digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif strategi-strategi 

bisnis akan dipilih salah satunya untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi 

perusahaan 

b. Implementasi strategi, merupakan langkah strategi yang telah melalui 

identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal serta 

penyesuaian tujuan perusahaan mulai diterapkan atau diimplementasikan 

dalam kebijakan-kebijakan intensif dimana setiap divisi dan fungsional 

perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan 

kebijakannya masing-masing. 

c. Evaluasi strategi, adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam 

praktik nyata dinilai efektivitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian 

tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor 

atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja 

dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan 

datang agar lebih baik dan efektif.
2
 

Sementara itu untuk mencapai strategi yang efektif maka harus 

memperhatikan berapa aspek antara lain: 

a. Strategi memiliki indikasi membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan 

                                                           
2 Fred R. David, Manajemen Strategi, (Jakarta: Salemba 4, 2020) hal.6 
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b. Strategi sebagai keputusan jangka panjang dan mendasar harus dapat 

menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih berkualitas, efektif dan 

efisien 

c. Strategi harus spesifik sehingga tidak terdapat interpretasi yang berbeda, 

mulai dari level bawahan sampai dengan atasannya, dari staf sampai 

pimpinan 

d. Komunikasi dan kerja sama dilembaga harus/organisasi berjalan baik. 

Artinya karyawan juga diberi kesempatan untuk mengikuti perubahan-

perubahan dan perkembangan tanpa diskriminasi 

e. Strategi harus sejalan dengan kegiatan-kegiatan lainya, mulai dari harus 

saling mendukung dan memperkuat.
3
 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini akan 

menggunakan indikator sebagaimana yang di kemukakan Didih Muhammad 

Sudi yang menjelaskan bahwa strategi yang efektif di tentukan oleh beberapa 

indikator antara lain: 

a. Membantu merealisasikan tujuan organisasi 

b. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih 

berkualitas, efektif dan efisien 

c. Keputusan yang diambil jelas tidak terdapat interpretasi yang berbeda 

d. Komunikasi dan kerja sama 

e. Terjalin saling mendukung dan memperkuat 

 

                                                           
3 Didih Muhammad Sudi. Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah, 

(Yogyakarta: Gema Insani, 2021). h. 65 
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2. Pengertian Dewan Pengawas Syariah 

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang 

terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu 

dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti 

pengawas.
4
 Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang 

mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (habl 

min allah) maupun dalam bidang muamalah (habl min annas) yang 

merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya.
5
 

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk 

menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6
 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang 

mengawasi aktivitas dan operasional unstitusi financial untuk memastikan 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
7
 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban 

mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar 

dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah 

Islam.
8
 Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki lima isu 

                                                           
4 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 

h.289. 
5 Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di 

Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2020), h.24. 
6 Ghufron Safiniah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta: Renaisan, 

2017), h.17 
7 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.37. 
8 Sofyan Syafri Harahap, Auditing dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Quantum, 

2020), h.207 
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tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, 

konsistensi, dan keterbukaan.
9
 

3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 109 dibahas tentang 

posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perseroan: 

a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS 

atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia 

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta 

mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 

Selain dalam undang-undang, posisi Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) juga diatur dalam produk hukum lainnya, seperti peraturan BI atau 

peraturan OJK untuk posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 

Lembaga Keuangan Syariah. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) adalah: 

                                                           
9 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. 

Oleh A.K Anwar (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.365. 
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a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit 

usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal 

yang terkait dengan aspek syariah 

b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan 

syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran 

pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang 

memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN) 

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara 

periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah 

pengawasannya 

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul 

pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga 

yang bersangkutan dan kepada DSN 

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-

permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
10

 

4. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen 

organisasi Bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dasar 

hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapar 

dilihat dari perintah Allah dalam QS. Al-Taubah 9:105. 

Sedangkan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah menurut 

Peraturan Bank Indonesia: 

                                                           
10Ifham Solihin Ahmad, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.53-54 
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a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 

tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip syariah 

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 

2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 

7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 

2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional 

menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum 

Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatas 

mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). 

 

B. Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah) 

1. Pengertian Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah) 

Shariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-

prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam 

beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya 
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menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam
11

. Menurut Veithzal, 

kepatuhan syariah adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam 

dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan 

pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-

produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa 

semua produknya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah
12

. 

Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah 

seperti di bawah ini:
 13

. 

a. Tidak ada riba dalam transaksi bank. Riba secara bahasa artinya adalah 

tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti 

yang dibenarkan oleh syara.
14

 

b. Tidak ada gharar dalam transaksi bank. Arti gharar secara bahasa 

adalah tidak jelas, dalam fiqh, gharar adalah transaksi yang objeknya 

tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui 

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan.
15

 

c. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Halal 

secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara’ atau kebalikan 

dari haram.  

                                                           
11 Siti Maria Wardayati, Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan 

Kepercayaan Bank Syariah, h.11 
12Veithzal Rivai dan Rizki Ismail, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan 

Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindoPersada, 2013), h.225 
13 Siti Maria Wardayati, Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan 

Kepercayaan Bank syariah, dalam Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3 
14 Muhammad Rawwas Qal‟aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, Mu’jam Lughat al-Fuqaha, 

cet. II, (Beirut, Dar Al-Nafa‟is, 2018), h.218 
15 Adiwarman Karim, Bank Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Tiga, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), h.32 
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d. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah. Amanah 

adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian 

ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. 

e. Bank mengelola zakat, infak dan shadaqah sesuai ketentuan syar’i. Zakat 

adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab yang 

wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang 

telah ditentukan syara’. Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada 

orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak 

membutuhkannya. Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan 

mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT.  

 

2. Pengukuran Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah) 

Pengukuran syariah compliance (kepatuhan syariah) dapat di uku 

menggunakan beberapa indikator syariah compliance (kepatuhan 

syariah), yaitu:
16

 

a. Penghimpunan dana bagi hasil 

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, 

dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam 

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip 

mudharabah. Penghimpunan dana bagi hasil yang menggunakan akad 

mudharabah dan pada aplikasinya diterapkan pada produk tabungan 

mudharabah yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi 

                                                           
16Ibid, h.99-105 
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tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu: dan deposito mudharabah merupakan 

simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan bank 

berdasarkan prinsip mudharabah. 

b. Pembiayaan jual beli 

Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan dengan prinsip 

jual beli ini ialah akad murabahah,yaitu jual beli barang pada harga 

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati: salam adalah 

pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan 

pembayarannya dilakukan pada awal transaksi dilakukan: dan 

istishna adalah kontrak perjanjian antara pembeli dan pembuat 

barang yang mana dalam kontrak ini pembuat barang menerima 

pesanan dari pembeli, lalu pembuat barang berusaha melalui orang 

lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang 

telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. 

c. Pembiayaan qardh 

Qardh merupakan akad tolong-menolong dan bukan transaksi 

komersial.
17

 

d. Rasio zakat 

zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Jumlah 

zakat yang disepakati secara umum sebesar 2,5 persen dari taksiran 

                                                           
17

 Ibid, h.102 
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aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran 

atau nishab).
18

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka syariah compliance 

(kepatuhan syariah) dapat di ukur dengan beberapa indikator antara lain: 

a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan 

penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang 

berlaku.  

b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan 

dan prinsip-prinsip syariah.  

c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai 

dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.  

d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. 

e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 

f. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut 

syariah.
19

 

  

                                                           
18

 Ibid, h.105 
19 Andrian Sutedi, Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2019), h.146. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (fieldresearch) 

yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih 

jelas mengenai situasi yang terjadi maka pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif.
1
 Penelitian kualitatif adalah sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.
2
 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial 

masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan 

untuk mengetahui tentang strategi dewan pengawas syariah dalam 

menigkatkan kepatuhan syariah di bank pembiayaan rakyat syariah 

(BPRS) Way Kanan. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode 

penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan analisis strategi 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah  

                                                           
1 Andy Morissan Corry W dan Farid Hamid, Metode Penelitian Survei. (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), h.37 
2 Moh. Karim, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Yogyakarta: Uin Malik Press, 

2010) H.36 
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di  perbankan syariah Indonesia khususnya Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Way Kanan untuk kemudian di analisis secara logis 

sehingga mendapatkan kesimpulan apa yang diteliti
3
.  

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer diperoleh langsung dari informan atau narasumber 

yang terkait dengan penelitian, berdasarkan  hal tersebut maka sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung atau melalui hasil wawancara. Dalam penelitian ini jumlah 

informan sebanyak 5 informan dengan rincian 2 Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, 1 pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan dan 2 karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan. Peneliti memilih informan tersebut karena beberapa alasan antara 

lain: 

a. Informan sudah terlibat aktif dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

yang ada di Kabupaten Way Kanan khususnya Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan lebih dari 5 tahun 

b. Informan memiliki sertifikat kompetensi pengawas syariah dari 

Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI) 

                                                           
3 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Graha Grafika, 2021), h.106 
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c. Informan memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip kepatuhan 

syariah 

d. Informan sudah menjadi karyawan bank syariah lebih dari 5 tahun. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data misalnya saja data melalui orang lain atau 

melalui dokumen
4
. Data sekunder di gunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh melalui data primer atau di gunakan untuk melakukan validasi 

data yang diperoleh melalui data primer. Data primer dalam penelitian ini 

adalah jurnal, karya tulis, buku, dokumen dan data-data lain yang sesuai 

dengan penelitian ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari cara peneliti dalam 

mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dengan baik dan tepat, 

pengumpulan data dilakukan dalam beberapa cara antara lain: 

a. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara jelas dan 

tepat langsung dari narasumber yang sudah ditunjuk. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur  

dimana peneliti melakukan wawancara dengan berdasar pedoman 

wawancara yang telah dibuat. Penggunaan wawancara terstruktur ini 

                                                           
4 Ibid, h.225. 
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dikarenakan agar data yang diperoleh betul-betul sesuai dengan fokus 

penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
5
 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah terjadi dan disimpan oleh 

pihak yang bersangkutan. Jenis dokumentasi dalam penelitian yang bisa 

digunakan adalah tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang, foto, gambar dan sejenisnya.
6
 

 

D. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara induktif atau 

penelitian kualitatif yang dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta 

empiris, peneliti mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik 

kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang di hubungkan dengan 

teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data, dengan demikian temuan penelitian di 

lapangan lalu di bentuk dalam bangunan teori. 

Metode berpikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta 

yang bersifat khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta yang 

khusus atau peristiwa yang konkret tersebut ditarik generalisasi atau 

kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan berpikir deduktif adalah metode 

berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk 

seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. 

                                                           
5
 Ibid, h.226 

6 Ibid, h.231 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan 

 

1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan 

 

PT. BPR Syariah Way Kanan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

50532.A.H.01.01. tanggal 27 Oktober 2010. Ijin Operasional PT. BPR 

Syariah Way Kanan berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 

13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011. PT. BPR Syariah Way 

Kanan mulai beroperasi terhitung tanggal 24 Januari 2011 hingga saat ini, 

PT. BPR Syariah Way Kanan telah menyumbangkan pendapatan asli 

daerah (PAD) sejak tahun kedua berdiri dan terus meningkatkan 

sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD) hingga tahun 2013.
1
 

Legalitas PT. BPR Syariah Way Kanan adalah Keputusan Gubernur 

Bank Indonesia No. 13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011 

Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way 

Kanan. Legalitas lainnya adalah Surat Direktur Perbankan Syariah Bank 

Indonesia No : 12/1285/DPbS tanggal 23 Juli 2010 Tentang Persetujuan 

Prinsip Pendirian PT. BPRS Way Kanan.   Kemudian Akta perubahan 

pengurus dan modal berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 51 tanggal 

                                                           
1https://banksyariahwaykanan.co.id/, diakses pada 20 November 2023 

https://banksyariahwaykanan.co.id/
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14 Agustus 2012 dengan Keputusan Menkum dan HAM Republik 

Indonesia No : AHU-AH.01.10.33639 dan AHU-AH.01.10-33640 tanggal 

14 September 2012.  Selain itu, akta perubahan modal berdasarkan RUPS 

yang dinotariskan No. 12, tanggal 5 Maret 2013 dengan Keputusan 

Menkum dan HAM RI No : AHU-AH.01.10.18390 tanggal 14 Mei 2013.
2
 

Legalitas PT. BPRS Way Kanan terbaru adalah Akta Perubahan 

Modal Berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 1 tanggal 3 Februari 

2014 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-

AH.01.10.19080 tanggal 9 juli 2014, kemudian akta perubahan 

Berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 36 tanggal 11 Desember 2014 

dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-09682.40.21.2014 

tanggal 15 Desember 2014 dan terbaru adalah Akta Perubahan 

berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 46 tanggal 14 Agustus 2015 

dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-AH.01.03-0957053 

tanggal 14 Agustus 2015. Komposisi pemegang saham PT. BPRS Way 

Kanan terdiri atas Pemda Way Kanan sebesar Rp. 6.200.000.000,- atau 

99,36 % dan Hj. Maria Merry sebesar Rp. 40.000.000,- atau 0,64 % 

dengan total modal Rp. 6.240.000.000,-
3
 

 

  

                                                           
2
Ibid, 

3
Ibid, 
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2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan 

 

Visi 

Menjadi BPRS yang sehat, menguntungkan dan besar dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat 

Misi 

a. Menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi rakyat 

b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat 

c. Mengembangkan ekonomi rakyat sesuai syariah 

d. Memasyarakatkan nilai-nilai dienul Islam dalam bidang ekonomi dan 

dunia usaha.
4
 

3. Sumber Daya Manusia Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan 

 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah merupakan aset yang dalam operasional 

perusahaan sangat berperan dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan efektif beroperasi sejak 

bulan Januari 2009, saat itu merupakan awal dari semua kegiatan 

perusahaan dengan jumlah personil sebanyak 21 orang, kemudian posisi 

31 Maret 2022 jumlah personil bertambah menjadi sebanyak 30 orang 

yang terdiri dari:
5
 

a. Komisaris   : 2 orang 

b. Dewan Pengawas Syariah  : 2 orang 

                                                           
4
Ibid, 

5
Ibid, 
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c. Direksi   : 2 orang 

d. Karyawan   : 24 orang. 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, 

perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya 

yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 

Perbarindo, Asbisindo, Perbamida atau Lembaga lainnya. 

Aktivitas lain yang juga dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Way Kanan di luar dari program kerja namun sebagai 

sarana upaya untuk meningkatkan keilmuan terkait dengan agama Islam 

adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan aktif 

mengadakan kajian rutin setiap seminggu sekali tepatnya tiap hari Jumat 

mulai dari jam 08-00 sampai dengan 09-00 WIB sebelum kegiatan 

operasional layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way 

Kanan di mulai serta menyelenggarakan kegiatan tahsin Quran setiap akhir 

bulan dan dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 09-00 WIB sampai 

dengan 10.00 – 10.30 WIB.
6
 

 

B. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Syariah  pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan 

 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada 

setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi 

komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka 

                                                           
6 Hasil Observasi Tanggal 02 Oktober 2023 
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DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan 

implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah 

Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan 

berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap 

tahunnya. DPS mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di 

lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah 

karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.
7
 

Menurut Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain ialah untuk 

memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi 

kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional bank sehari-hari untuk 

melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta 

membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut.  

Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan DPS sudah 

berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam 

perbankan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. 

Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan 

keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan 

terhadap prinsip syariah sehingga DPS harus diberi ruang kantor di mana ada 

                                                           
7
Ifham Solihin Ahmad, Op-Cit, h.57 
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staf yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, 

akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.  

Dalam industri perbankan syariah pelayanan yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat 

keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan 

beberapa kontrak syariah yang sesuai. Oleh karena itu Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) memiliki strategi dalam meningkatkan kepatuhan syariah  pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. strategi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan 

pengawasan secara rutin seminggu sekali 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Way Kanan 

menunjukkan bahwa DPS berusaha untuk tidak hanya berperan sebagai 

pengawas saja melainkan juga membantu BPRS  Way Kanan 

merealisasikan tujuan organisasi jika organisasi mengalami kesulitan untuk 

mewujudkan sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dan 

bermanfaat untuk umat. Namun untuk merealisasikan peningkatan produk 

BPRS Way Kanan tidak dilakukan oleh DPS karena DPS tidak memiliki 

hak dan tidak di bolehkan untuk ikut serta atau campur tangan dalam 

menjual atau mempromosikan produk.
 8
 

                                                           
8 Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Direktur Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menjelaskan bahwa DPS 

membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan 

pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari 

timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan 

kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan 

meningkatkan efisiensi kerja.
 9
 

2. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan, prosedur dan 

operasional organisasi dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai 

dengan prinsip syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) dalam setiap mengambil keputusan yang menyangkut pelaksanaan 

operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan selalu 

mengutamakan kepentingan perusahaan dan nasabah hal itu dilakukan 

sebagai upaya untuk memastikan semua produk dan prosedur BPRS Way 

Kanan sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu apa yang di putuskan 

oleh DPS selalu menggambarkan pencapaian tujuan organisasi.
10

 

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Direktur Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang  menjelaskan bahwa keputusan 

yang diambil oleh DPS sudah mampu menggambarkan pencapaian tujuan 

dari operasional BPRS Way Kanan karena keputusan yang diambil oleh 

                                                           
9 Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
10

Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 



33 

 

 
 

DPS selalu berorientasi pada kepentingan perusahaan. Perusahaan selalu 

diarahkan kepada ketaatan pada prinsip syariah dalam menjalankan 

prosedur dan operasional serta kepentingan  nasabah sehingga nasabah 

harus menolak jika dalam transaksi ada yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah sehingga ini akan merugikan nasabah sendiri.
11

  

Keputusan-keputusan DPS yang menggambarkan pencapaian tujuan 

dari organisasi mulai dari putusan yang diambil bersifat objektif, 

pengawasan terhadap BPRS Way Kanan dilakukan berdasarkan bukti-bukti 

autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan 

pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak 

tanpa bukti dan data-data yang valid. DPS dalam melakukan pengawasan 

atau koreksi selalu profesional sehingga apa yang di putuskan tidak 

berpihak walaupun antara anggota DPS dengan karyawan BPRS Way 

Kanan ada hubungan saudara, teman kerabat, status jabatan dan lain-lain. 

Hal ini yang membuat keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh DPS 

mampu menggambarkan pencapaian tujuan BPRS Way Kanan ditambah 

lagi BPRS Way Kanan mampu menjalankan prosedur dan operasional 

dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah. 

3. Keputusan yang diambil Dewan Pengawas Syariah (DPS) jelas tidak multi 

tafsir dan mudah untuk dipahami olehBPRS Way Kanan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan dari Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) tidak multi tafsir dan mudah untuk dipahami 

                                                           
11

Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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karena semua keputusan yang diambil oleh DPS itu berdasarkan fatwa-

fatwa DSN-MUI, regulasi-regulasi yang ada yang tidak bertentangan 

dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Selain itu keputusan DPS selalu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Hal 

ini yang membuat keputusan yang diambil oleh DPS mudah untuk 

dipahami olah karyawan BPRS Way Kanan serta tidak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda antara DPS dengan BPRS Way Kanan.
12

 

Informasi tersebut dikuatkan oleh karyawan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menyatakan bahwa selama ini 

DPS BPRS Way Kanan dalam menyampaikan keputusan selalu bisa 

diterima dan mudah di aplikasikan dalam prosedur dan operasional BPRS 

Way Kanan sehingga berdampak pada semakin berkembangnya BPRS 

Way Kanan dan citra atau reputasi dari BPRS semakin positif di mata 

masyarakat umum khususnya nasabah. Adanya putusan yang jelas dan 

tidak menimbulkan persepsi yang salah dari karyawan BPRS Way Kanan 

membuat pelaksanaan operasional dan prosedur transaksi dapat berjalan 

sesuai dengan prinsip syariah.
 13

  

4. Komunikasi dan kerja sama antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) sama 

dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) juga cukup aktif melakukan komunikasi dan kerja sama dengan 

                                                           
12 Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 

10.15 WIB 
13

 Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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BPRS Way Kanan. Terlihat dari hampir setiap satu bulan sekali antara DPS 

dengan BPRS Way Kanan melakukan evaluasi secara bersama hal itu 

dilakukan sebagai upaya DPS memberikan masukan atau saran atas 

pelaksanaan operasional bank selama satu bulan serta sebagai upaya untuk 

mencari solusi bersama jika dalam operasional BPRS Way Kanan terdapat 

kesulitan dan masalah.
14

 Hal itu dilakukan oleh BPRS Way Kanan karena 

DPS memiliki ilmu-ilmu keuangan dan perbankan serta memiliki cukup 

pengalaman dalam menangani perbankan syariah sehingga kedudukan DPS 

yang kuat membuat DPS bisa menentukan perkembangan bank-bank 

syariah dan unit-unit usaha syariah termasuk pada BPRS Way Kanan.
15

 

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Direktur Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menjelaskan bahwa DPS dan 

BPRS Way Kanan aktif melakukan komunikasi walaupun dilakukan 1 

bulan sekali secara berkesinambungan. Komunikasi yang dibangun oleh 

DPS dengan BPRS Way Kanan sebagai langkah agar masukan dari DPS 

bisa segera di tindaklanjuti serta kesalahan dan ketidaktaatan dalam 

transaksi bisa segara di perbaiki. Selain itu produk-produk baru yang akan 

di keluarkan oleh BPRS Way Kanan juga tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang di khawatirkan akan merusak reputasi BPRS Way 

                                                           
14 Hasil Observasi Tanggal 02 Oktober 2023 
15

Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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Kanan dan DPS serta merugikan nasabah karena dalam transaksi tidak 

sesuai dengan prinsip syariah.
16

   

5. Terjalin saling mendukung dan memperkuat dengan DPS selalu aktif 

melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan 

pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi 

pada semua produk 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara DPS dengan BPRS Way 

Kanan saling mendukung dan menguatkan terlihat dari DPS selalu aktif 

melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan 

pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi 

pada semua produk BPRS hal itu dilakukan untuk melihat apakah semua 

prosedur dan operasionalnya sesuai dengan aspek syariah. Sementara BPRS 

Way Kanan cukup kooperatif dan transparan dalam memberikan data-data 

hasil dari pembiayaan, laporan pelaksanaan operasional dan lain sebagainya 

tanpa harus di tutupi sehingga hal tersebut memudahkan DPS dalam 

memberikan dan memastikan serta mengawasi kesesuaian kegiatan 

operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, 

memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional 

BPRS Way Kanan secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS Way 

Kanan serta kemudahan dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan 

syariah kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia.
17

 

                                                           
16

Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
17 Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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Secara keseluruhan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah 

dilaksanakan dengan maksimal sehingga hal tersebut berdampak pada 

peningkatan kepatuhan  syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan dalam melaksanakan operasionalnya mulai dari pelayanan, 

penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada nasabah, Hal tersebut 

menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 

memberikan pengawasan syariah kepada Bank Syariah sangat penting 

sebagai upaya untuk menghindarkan praktik-praktik operasional yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah.
 18

 

Kepatuhan syariah  pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, dapat dilihat dari hal-hal berikut: 

1. Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-

prinsip dan aturan syariah 

Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan 

prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam hal ini adalah akad yang di 

jalankan oleh BPRS Way Kanan dalam menjalankan transaksi atau 

pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan 

sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan 

prinsip syariah, hal itu dikarenakan BPRS Way Kanan sudah 

mengetahui dan memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal 

yang tidak boleh dilakukan baik dalam kegiatan penghimpunan dana 

maupun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS Way 

                                                           
18 Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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Kanan. Seperti halnya pada prosedur pembiayaan murabahah, BPRS 

Way Kanan sebelum memberikan pembiayaan BPRS Way Kanan 

melakukan survei dengan cara mendatangi rumah anggota yang 

mengajukan pembiayaan murabahah atau di lihat barang yang telah di 

pesan anggota benar tidak barang dipesan tersebut halal. Untuk 

mengetahui hal tersebut maka yang perlu diperbaiki dari prosedur 

pembiayaan muarabahah di BPRS Way Kanan adalah dengan 

melakukan survei terhadap anggota yang akan mengajukan pembiayaan 

murabahah sehingga sesuai dengan prinsip syariah.
19

 

Penetapan margin BPRS Way Kanan dimana dalam penetapan 

margin pada pembiayaan khususnya murabahah adalah harga beli 

barang di tambah beberapa biaya yang telah di keluarkan seperti biaya 

transportasi, dan keuntungan yang diinginkan BPRS Way Kanantidak 

melihat dari kriteria anggota loyal atau anggota baru. 

Kepatuhan lainnya juga dapat dilihat dari dalam pembiayaan 

adalah pada akad murabahah yakni BPRS Way Kanan menggunakan 

akad wakalah serta konsisten, tidak melihat apakah anggota tersebut 

sudah membeli barangnya atau belum atau di sebut juga dana talang. 

Karena hal itu bagian dari larang oleh Islam serta tidak sesuai dengan 

syariah atau fatwa DSN-MUI, oleh karena itu BPRS Way Kanan 

menggunakan akad murabahah dengan menambahkan akad wakalah 

                                                           
19 Hasil Observasi Penelitian Tanggal 02 Oktober 2023 
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untuk melakukan pembelian barang.
20

 Jika melihat salah satu transaksi 

tersebut maka proses penyaluran pembiayaan di BPRS Way Kanan 

sudah sesuai dengan prinsip syariah.
21

 

2. Adanya dana zakat 

Adanya dana zakat berasal dari aspek dana zakat dihitung dan 

dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Way Kanan sebagai lembaga keuangan tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di masyarakat 

yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian 

masyarakat. Dana zakat yang berasal dari BPRS Way Kanan di kelola 

dengan baik sesuai dengan prinsip syariah karena selama ini BPRS akan 

menyalurkan zakat kepada 8 golongan jika dana zakat perusahaan sudah 

mencapai nisabnya sedangkan kadar zakat perusahaan adalah 2.5%. 

Sedangkan penyaluran zakat dilakukan secara mandiri oleh BPRS Way 

Kanan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, 

gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil.
22

 

Sedangkan dilihat dari sumber dana zakat dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sumber dana zakat di BPRS Way Kanan berasal 

dari Internal yang didapat dari pendapatan bank itu sendiri yaitu dari 

deposito dan bagi hasil sebesar 2,5% dari hasil pendapatan. Ada juga 

                                                           
20

Ibid, 
21 Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
22

Hasil Observasi Penelitian Tanggal 02 Oktober 2023 
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didapat dari gaji karyawan sebagaimana disisikan 2,5% dari 

penghasilannya.
23

 

3. Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan 

standar akuntansi syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dan aktivitas 

ekonomi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah 

disampaikan dengan wajar dan transparan sesuai dengan fakta dan 

realitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan oleh karena itu 

laporan atau informasi keuangan BPRS Way Kanan bisa dijadikan 

informasi bagi investor posisi keuangan BPRS Way Kanan, kinerja dan 

arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka
24

.  

BPRS sudah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat mulai 

dari penyaluran zakat sampai dengan bantuan CSR (Corporate Social 

Responsibility) yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) di wilayah Kabupaten Way Kanan. Selain itu juga dalam 

                                                           
23

Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
24

Hasil Observasi Penelitian Tanggal 02 Oktober 2023 
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melakukan transaksi tidak hanya mengejat kepentingan pribadi namun 

kepentingan bersama baik karyawan maupun umat sebagai nasabah.
25

 

4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik hal 

itu dikarenakan karyawan BPRS Way Kanan selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah terlihat dari karyawan BPRS memberikan pelayanan 

dengan cepat dan tidak diskriminatif dalam hal ini memberikan 

pelayanan sesuai dengan antrean, memenuhi apa yang menjadi 

kebutuhan nasabah terlihat dari akan-akad pembiayaan selalu merujuk 

prinsip syariah mulai dari pembiayaan sampai dengan penyelesaian 

masalah pembiayaan bermasalah serta berusaha untuk mewujudkan apa 

yang menjadi harapan nasabah terlihat dari karyawan cukup responsif 

ketika menerima keluhan dari nasabah, kenyamanan ruangan dimana 

nasabah menunggu antrean dan lain sebagainya.
26

 

5. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan 

menawarkan beberapa produk kepada nasabah mulai dari: 

a. Murabahah yaitu pembiayaan untuk jual-beli dengan pembayaran jatuh 

tempo 

                                                           
25

Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
26

Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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b. Istisna penyediaan dana dari BPRS Way Kanan kepada nasabah untuk 

membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga 

belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati 

c. Ijarah yaitu sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran 

angsuran atau tangguh. misalnya pembiayaan untuk sewa ruko (tempat 

usaha) 

d. Pembiayaan bagi hasil nasabah akan mendapatkan persentase bagi hasil 

sebagai imbalan dari BPRS Way Kanan 

e. Mudaharabah yaitu pembiayaan modal usaha penuh dari BPRS Way 

Kanankepada nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

f. Musyarakah yaitu tambahan modal untuk usaha anggota/nasabah 

dengan pengembalian secara angsuran atau tangguh dan bagi hasilnya 

ditentukan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan bersama 

g. Pembiayaan lainnya seperti Ar-Rahn (gadai), Yaitu pembiayaan dengan 

jaminan barang bergerak ataupun surat berharga yang dititipkan di 

BPRS Tanggamus. BPRS Way Kanan menerapkan sistem keuntungan 

atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan 

kesepakatan bersama dan pembiayaan qordhul hassan,yaitu pembiayaan 
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lunak yang dikhususkan untuk kaum dhuafa atau orang yang sangat 

membutuhkan.
27

 

Produk lain yang juga di tawarkan oleh BPRS Way Kanan kepada 

nasabah adalah: 

1) Simpanan Amanah 

2) Simpanan Wadiah 

3) Simpanan Pendidikan 

4) Simpanan Walimah 

5) Simpanan Idul fitri 

6) Simpanan Qurba/Aqiqoh 

7) Simpanan Haji 

8) Simpanan mudhorobah berjangka (deposito).
28

 

6. Sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal 

Aspek sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal 

adalah sumber dana yang dihimpun dari masyarakat atau nasabah 

sebelum disalurkan kepada masyarakat atau nasabah kembali. 

Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dalam muamalah 

diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang himpun oleh 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan secara 

keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah, hal itu terlihat dari 

sumber dana berasal dari infaq, sedekah, pengembalian dana kebajikan 

                                                           
27  Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
28

https://banksyariahwaykanan.co.id/, diakses pada 20 November 2023 

https://banksyariahwaykanan.co.id/
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produktif dan denda (ta'zir). Jika melihat jenis sumber dana yang 

dihimpun oleh BPRS Way Kanan semua berasal dari sumber dana yang 

halal.
29

 

 

C. Analisis Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Syariah  pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan 

 

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh 

lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. 

Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kepatuhan tersebut. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan adalah salah 

satu bank syariah yang memiliki tujuan menghimpun dana dari nasabah dan 

menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan melalui 

berbagai akad yang disepakati sesuai dengan keinginan nasabah namun dari 

hasil penelitian akad murabahah yang paling banyak di gunakan oleh 

nasabah. Akad murabahah digunakan untuk menjual produk-produk yang ada 

BPRS Way Kanan. Seperti yang di jelaskan oleh Direktur Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan dalam melaksanakan prinsip-prinsip 

pokok dalam pembiayaan adalah melayani pengajuan dengan sistem jual beli 

dan menjadi fasilitator atau penjual barang dari supplier kepada masyarakat 

atau nasabah. Namun bila pihak BPRS Way Kanantidak dapat memenuhi 

barang yang mitra butuhkan, melainkan hanya memberikan uang senilai 

                                                           
29

 Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 

10.15 WIB 
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harga barang yang diajukan nasabah, maka pihak BPRS Way 

Kananmemberikan akad wakalah didalam akad tersebut sehingga walaupun 

yang membeli produk adalah nasabah namun nama pemilik tetap BPRS Way 

Kanan.
30

 

Adanya tambahan media akad wakalah secara konsisten dalam 

pembiayaan mengakibatkan pembiayaan di BPRS Way Kanan sudah sesuai 

dengan syariah Islam, menjadikan sempurnanya jual beli tersebut dan tidak 

adanya barang yang diserah terimakan, jadi jika pihak BPRS Way Kanan 

dalam melakukan pembiayaan murabahah hanya memberikan uang seharga 

barang yang dibutuhkan nasabah, dalam pembiayaan tersebut sudah di 

ditambahkan media akad wakalah yang bertujuan untuk mewakilkan dan 

memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama BPRS Way 

Kanan. Kesesuaian tersebut juga dapat dilihat dari fatwa Dewan Syariah 

Nasional NO: 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang murabahah dijelaskan jika 

lembaga keuangan hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip menjadi milik lembaga keuangan.
31

 

Kepatuhan syariah BPRS Way Kanan dalam setiap melaksanakan 

prosedur dan operasional perbankan syariah tidak terlepas dari kuatnya 

strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan atas 

semua prosedur dan operasional BPRS Way Kanan.  

                                                           
30

Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
31Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga 

Keuangan Syari’ah, (Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 3, 2011), h.219 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator kepatuhan 

syariah sebagaimana yang telah di jelaskan di bab sebelumnya mampu di 

jalankan dengan baik oleh DPS yang ada di BPRS Way Kanan, misalnya 

pengawasan pada produk murabahah BPRS Way Kanan DPS melakukan 

pengawasan dengan cara melakukan analisis terhadap transaksi bagi hasil, 

menganalisis akad. Pengawasan dilakukan secara internal dilakukan oleh 

orang yang berada pada BPRS Way Kanan yang bersifat formal yang dimana 

pengawasan ini adalah orang yang berwenang (pengurus itu sendiri), 

pengawasan internal ini bertujuan untuk menghindari serta mencegah adanya 

kesalahan dalam manajemen atau proses pengelolaan produk murabahah 

tersebut. Sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan 

oleh DPS secara langsung.  

Pengawasan pada produk ini DPS mampu menjalankan fungsinya 

dengan cukup baik dimana DPS melakukan pengawasan terhadap pemasaran 

produk murabahah berdasarkan prinsip syariah. Proses pengawasan yang 

dilakukan oleh DPS yang ada di BPRS Way Kanan adalah sebagai berikut: 

1. Meminta penjelasan dari pengurus di masing-masing produk berwenang 

mengenai karakteristik tujuan, dan aktivitas yang ada pada produk yang 

akan di tawarkan kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dari 

pengelola, sudah menerangkan apa saja aktivitas, tujuan dan karakteristik 

pada produk yang akan di tawarkan kepada nasabah ini dan semua itu 

tidak terlepas dari pengawasan DPS 
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2. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk-produk yang akan di 

transaksikan. Sebelum terjadi akad pada produk maka sudah melalui 

pemeriksaan terhadap DPS 

3. Mengkaji fitur, mekanisme persyaratan prosedur dan aktivitas pada semua 

produk dengan memenuhi syariah Islam 

4. Memberikan pendapat terhadap aspek pemenuhan prinsip syariah atas 

produk yang akan di tawarkan kepada nasabah 

5. Menjelaskan secara mendalam mengenai pemenuhan prinsip syariah atas 

produk yang dikembangkan oleh BPRS.
32

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka DPS harus memiliki tingkat 

kejujuran yang tinggi, dan mampu mempresentasikan hasil pengawasannya 

sesuai dengan fakta di lapangan tanpa menyembunyikan apapun. DPS sebagai 

pengawas bank harus meyakini bahwa Allah SWT selalu mengawasinya, 

sehingga segala tindakan pengawasan dapat benar-benar objektif dan bersedia 

mengungkap pelanggaran prinsip syariah sekecil apa pun oleh bank syariah. 

Setiap DPS harus memiliki talenta dan keterampilan yang kuat, khususnya 

dalam disiplin ilmu hukum Islam dan perbankan syariah, dalam hal 

kompetensi. Persyaratan yang paling kritis dan mutlak bagi anggota DPS 

adalah persyaratan kapabilitas yang harus dipenuhi. Kemampuan anggota 

DPS sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaannya. 

Pengawasan yang dilakukan oleh dps wajib dilakukan secara teliti dan 

komparatif. Oleh karena itu agar pengawasan menjadi lebih efektif, efisien 

                                                           
32Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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dan tepat maka DPS yang ada di BPRS Way Kanan melakukan dengan 

beberapa strategi antara lain: 

1. Membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan 

pengawasan secara rutin seminggu sekali 

DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara 

melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah 

menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan 

merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja. Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) BPRS Way Kanan, menjelaskan bahwa kalau tujuan 

merealisasikan menjadikan BPRS Way Kanan sebagai lembaga keuangan 

syariah yang bermanfaat untuk umat dan dilaksanakan dengan profesional 

yang dapat dilihat dari BPRS Way Kanan selalu membantu BPRS dengan 

cara berusaha untuk melakukan kontrol atau pengawasan secara rutin 

seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan 

kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi 

kerja, aspek-aspek tersebut kami jadikan indikator pengawasan setiap 

minggu dan kami tindak lanjuti sebulan sekali pada rapat evaluasi.
33

 

2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memberikan gambaran 

pencapaian tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

                                                           
33 Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap mengambil keputusan 

yang menyangkut pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Way Kanan selalu mengutamakan kepentingan 

perusahaan dan nasabah hal itu dilakukan sebagai upaya untuk 

memastikan semua produk dan prosedur BPRS Way Kanan sesuai prinsip-

prinsip syariah. Oleh karena itu apa yang di putuskan oleh DPS selalu 

menggambarkan pencapaian tujuan organisasi. Penjelasan dari Direktur 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menyatakan 

bahwa keputusan yang diambil oleh DPS sudah cukup tepat, cukup 

objektif, tidak berpihak baik untuk BPRS maupun nasabah ketika 

memberikan koreksi. Selain itu keputusan-keputusan yang diambil juga 

untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan oleh karena itu apa yang 

menjadi keputusan dari DPS bisa dijadikan gambaran secara umum 

pencapaian tujuan perusahaan.
34

 

3. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS)mudah untuk dipahami 

olehBank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Keputusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) mudah untuk 

dipahami oleh seluruh pimpinan dan karyawan BPRS karena semua 

keputusan yang diambil oleh DPS itu berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI, 

regulasi-regulasi yang ada yang tidak bertentangan dengan kebijakan Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana di jelaskan 

oleh Direktur BPRS Way Kanan yang menyatakan bahwa keputusan yang 
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jelas dan tepat serta mudah dipahami yang dikeluarkan oleh DPS tidak 

terlepas dari kualifikasi yang memenuhi AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) dalam AAOIFI 

telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang 

berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya.
35

 

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif melakukukah komunikasi dan kerja 

sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga cukup aktif melakukan 

komunikasi dan kerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Way Kanan. Terlihat dari hampir setiap satu bulan sekali antara 

DPS dengan BPRS Way Kanan melakukan evaluasi secara bersama hal itu 

dilakukan sebagai upaya DPS memberikan masukan atau saran atas 

pelaksanaan operasional bank selama satu bulan serta sebagai upaya untuk 

mencari solusi bersama jika dalam operasional BPRS Way Kanan terdapat 

kesulitan dan masalah.  

Menurut informasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS 

Way Kanan, menjelaskan komunikasi merupakan bagian dari cara DPS 

melakukan pengawasan kepada BPRS Way Kanan, karena dengan adanya 

komunikasi DPS bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan masalah 

dalam operasional BPRS. Selain itu dengan adanya komunikasi secara 

intensif DPS juga lebih mudah memberikan saran, kritik dan koreksi yang 

sifatnya membangun dan meluruskan jika sudah tidak sesuai dengan 
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prinsip syariah. Sementara itu kerja sama juga kami lakukan dengan BPRS 

jika BPRS akan mengeluarkan produk baru, DPS akan melihat jenis 

produk, jenis akad yang digunakan, kemaslahatan untuk nasabah dan lain-

lain, hal itu DPS lakukan agar produk yang di keluarkan oleh BPRS tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan memudahkan BPRS mencapai 

tujuannya organisasi.
36

 

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) saling menguatkan dan mendukung operasional perusahaan 

mulaidari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan baik 

penyaluran dan penghimpunan dana serta proses pelaporan keuangan 

perusahaan 

DPS dengan BPRS Way Kanan saling mendukung dan menguatkan 

terlihat dari DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan 

transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi 

pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk BPRS 

hal itu dilakukan untuk melihat apakah semua prosedur dan 

operasionalnya sesuai dengan aspek syariah. Sementara BPRS Way Kanan 

cukup kooperatif dan transparan dalam memberikan data-data hasil dari 

pembiayaan, laporan pelaksanaan operasional dan lain sebagainya tanpa 

harus di tutupi sehingga hal tersebut memudahkan DPS dalam 

memberikan dan memastikan serta mengawasi kesesuaian kegiatan 

operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, 
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memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional 

BPRS Way Kanan secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS Way 

Kanan serta kemudahan dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan 

syariah kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia.
37

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelima aspek 

strategi tersebut sudah di jalankan dengan maksimal oleh DPS sehingga hal 

tersebut berdampak pada terjaga dan terjaminnya kepatuhan syariah pada 

BPRS Way Kanan dalam melaksanakan prosedur dan melaksanakan 

operasional. Terjaganya kepatuhan syariah di BPRS Way Kanan tidak terlepas 

efektifnya DPS dalam melaksanakan strategi pengawasan selain itu DPS yang 

ada di BPRS Way Kanan juga sudah cukup maksimal dalam menjalankan 

tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di BPRS 

Way Kanan. DPS yang ada di BPRS Way Kanan juga di isi oleh DPS yang 

memiliki sertifikasi MUI sehingga secara kompetensi dan keterampilan dalam 

pengawasan sudah di akui. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau 

bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan 

syariah, oleh karena jika DPS belum memiliki sertifikasi maka kelayakan 

sebagai DPS belum dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak bisa 

menjamin apakah lembaga keuangan mampu menjalankan sesuai dengan 

prinsip syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam prosedur dan 

operasionalnya sehingga hal ini menimbulkan keraguan pada nasabah yang 

berujung pada citra negatif pada BPRS maupun DPS.   
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Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dilakukan oleh perbankan 

syariah atau lembaga keuangan syariah jika di biarkan jelas akan merusak citra 

dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat bahkan tidak hanya lembaga 

keuangan yang reputasinya negatif reputasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

juga akan terdampak negatifnya. Dampak dari ke tidak patuhan syariah adalah 

menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai 

pengumpul dan pendistributoran dana publik harus memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha.
38

 Reputasi 

ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh 

disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk 

mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang 

dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana. 

Untuk memastikan agar perbankan syariah tetap berjalan sesuai 

parameter kesyariahannya, diperlukan pengawasan atau supervisi guna 

terwujudnya kepatuhan syariah (sharia compliance), maka disinilah peran 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan kontrol atas prosedur dan 

operasional perbankan syariah agar tingkat kepatuhan dari perbankan syariah 

tetap terjaga dengan baik.
39

 Eksistensi DPS bagi lembaga keuangan syariah, 

sebenarnya tidak berhenti pada peran supervisor saja, melainkan DPS juga 

berperan sebagai advisor yang kedudukannya sebagai penasihat, tempat 

konsultasi dan pemberi rekomendasi untuk kreasi dan inovasi produk dan jasa 

keuangan syariah sebagai bentuk pengembangan produk dan layanan jasa agar 
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dapat beradaptasi dan dinamis terhadap perkembangan zaman dengan tetap 

berpegang pada prinsip syariah, agar dapat meningkatkan daya saing lembaga 

keuangan syariah di era global yang kompetitif. 

Selain itu DPS juga sebagai marketer, yaitu berperan dalam hubungan 

masyarakat diruang publik dengan membangun komunikasi, memberikan 

edukasi, sosialisasi maupun motivasi terhadap masyarakat dalam rangka 

meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan menumbuhkan minat 

bertransaksi ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga LKS lebih 

dikenal di masyarakat luas dan dipahami sistem transaksi syariah yang ada di 

LKS. Kemudian melihat DPS sebagai supporter, maka DPS berperan 

memberi dukungan kepada LKS baik dukungan terhadap perkembangan dan 

kemajuan ekonomi dan keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah 

seperti dukungan pikiran, jaringan, semangat, kemitraan hingga doa sebagai 

upaya memasyarakatkan ekonomi syariah. Selanjutnya DPS sebagai player, 

yakni secara langsung menjadi pelaksana ekonomi syariah dengan 

mempraktikkan akad, prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah baik itu sebagai 

pelaksana bisnis syariah, pemilik LKS, pengelola LKS, pengguna jasa LKS, 

penyimpan dana di bank syariah dan mitra pembiayaan syariah.
40

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik hal itu 

terlihat dari berbagai aspek, diantaranya: 
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1. Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip 

dan aturan syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan sudah 

melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, 

hal itu dikarenakan BPRS Way Kanan sudah mengetahui dan memahami 

hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik 

dalam kegiatan penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pembiayaan 

kepada nasabah BPRS Way Kanan. Direktur Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Way Kanan, menjelaskan bahwa selama ini BPRS Way 

Kanan berusaha untuk menjalankan akad-akad pembiayaan  sesuai dengan 

prinsip syariah karena BPRS Way Kanan sudah memahami hal-hal yang 

boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan 

pada ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI ditambah lagi DPS selalu 

melakukan kontrol setiap bulan sehingga jika dalam penyaluran dan 

penghimpunan dana tidak sesuai syariah BPRS Way Kanan langsung 

melakukan perbaikan dan mengubah sebagaimana yang sudah ditentukan 

dalam syariah.
41

 

2. Adanya dana zakat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Way Kanan sebagai lembaga keuangan tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di 

masyarakat yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan 
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perekonomian masyarakat. Dana zakat yang berasal dari BPRS Way Kanan 

di kelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah karena selama ini BPRS 

akan menyalurkan zakat kepada 8 golongan jika dana zakat perusahaan 

sudah mencapai nisabnya sedangkan kadar zakat perusahaan adalah 2.5%. 

Sedangkan penyaluran zakat dilakukan secara mandiri oleh BPRS Way 

Kanan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf,riqab, gharimin, 

fi sabilillah dan ibnu sabil. Sebagaimana di jelaskan oleh Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) BPRS Way Kanan yang menyatakan bahwa Selama ini 

sumber dana zakat di BPRS Way Kanan diambil dari hasil deposito, bagi 

hasil, dan gaji karyawan sebanyak 2,5% dari total pendapatannya. 

Sementara itu dilihat dari sasaran penyaluran yang dilakukan BPRS Way 

Kanan dana zakat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima 

zakat mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sudah tepat karena BPRS 

mampu menyalurkan dana zakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan 

penerima zakat.
42

 

3. Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan 

standar akuntansi syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dan aktivitas ekonomi 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah disampaikan 

dengan wajar dan transparan sesuai dengan fakta dan realitas transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan oleh karena itu laporan atau informasi keuangan 

BPRS Way Kananbisa dijadikan informasi bagi investor posisi keuangan 

                                                           
42Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB 



57 

 

 
 

BPRS Way Kanan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi.  

Selain itu BPRS sudah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat 

mulai dari penyaluran zakat sampai dengan bantuan CSR (Corporate Social 

Responsibility) yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, 

memberikan penjelasan bawah semua transaksi keuangan BPRS Way 

Kanan publikasikan dengan sangat transparan tujuannya adalah agar bisa 

dijadikan informasi bagi pengguna laporan keuangan, karena publikasi 

secara transparan, maka investor bisa menilai kesehatan atau kinerja 

keuangan BPRS, selain itu juga laporan penghimpunan dan penyaluran 

zakat dan CSR semua juga BPRS Way Kanan laporkan dengan cukup wajar 

dan sesuai dengan fakta tanpa dibuat-buat hanya agar investor tertarik dan 

memberikan tambahan modal ke BPRS Way Kanan.
43

 

4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik hal itu 

dikarenakan karyawan BPRS Way Kanan selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah, seperti yang di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

BPRS Way Kanan, yang menjelaskan bahwa suasana lingkungan di BPRS 

ini cukup kondusif dan nyaman, terlihat dari BPRS menyiapkan berbagai 
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sarana dan fasilitas kepada nasabah, pelayanan dilakukan dengan cepat, 

komplain selalu di tanggapi dengan cepat dan responsif selain itu dalam 

pelayanan tidak membeda-bedakan nasabah atau dengan kata lain karyawan 

diskriminatif, ditambah lagi selama saya ada di sini karyawan BPRS tepat 

waktu baik masuk, istirahat dan pulang, ini menunjukkan budaya dan 

lingkungan kerja cukup sehat.
44

 

5. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan 

menawarkan beberapa produk pembiayaan seperti murabahah, istisna, 

ijara, mudaharabah, musyarakah, pembiayaan lainnya seperti ar-rahn 

(gadai) dan pembiayaan qordhul hassan. Selain produk pembiayaan BPRS 

Way Kanan juga menawarkan produk simpanan kepada masyarakat seperti 

simpanan amanah, simpanan wadiah, simpanan pendidikan, simpanan 

walimah, simpanan idul fitri, simpanan qurba/aqiqoh, simpanan haji dan 

simpanan mudhorobah berjangka (deposito).
45

 

Semua produk tersebut dalam aplikasi baik prosedur maupun 

operasional sudah di laksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana 

di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan, yang 

menyatakan bahwa produk-produk yang di tawarkan oleh BPRS baik 

pembiayaan maupun simpanan sudah melalui evaluasi, koreksi, dan SOP 

atas pelaksanaan masing-masing pembiayaan juga sudah DPS lakukan 
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koreksi sehingga dalam aplikasi di lapangan sudah di pastikan sesuai 

dengan prinsip syariah, ditambah lagi karyawan-karyawan di BPRS juga 

mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau bertentangan 

dengan prinsip syariah dalam menjalankan prosedur dan operasional.
46

 

6. Sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang himpun oleh 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan secara keseluruhan 

halal dan sesuai dengan prinsip syariah, terlihat dari sumber dana berasal 

dari infaq, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif dan denda 

(ta'zir). Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan yang 

menjelaskan bahwa sumber dana di BPRS Way Kanan di pastikan halal dan 

siap untuk di salurkan kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk 

pembiayaan.
47
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa strategi Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) sudah dilaksanakan dengan maksimal, adapun strategi yang dilakukan 

oleh DPS diantaranya melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali; 

keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan, prosedur dan operasional 

organisasi dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip 

syariah; keputusan yang diambil DPS jelas tidak multi tafsir dan mudah untuk 

dipahami  oleh BPRS Way Kanan; komunikasi dan kerja sama antara DPS 

dengan BPRS Way Kanan berjalan dengan baik; serta terjalin saling 

mendukung dan memperkuat dengan DPS selalu aktif melakukan pemantauan 

atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi 

pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk. Sehingga 

kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan 

terus meningkat sehingga tingkat Kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan juga cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari 

BPRS Way Kanan sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai 

dengan prinsip syariah, dana zakat yang berasal dari BPRS Way Kanan berasal 

dari internal yang didapat dari pendapatan bank itu sendiri dan bagi hasil 

sebesar 2,5% dari hasil pendapatan selain itu juga didapat dari gaji karyawan 

sebagaimana disisikan 2,5%. Kualitas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik serta sumber dana yang 
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dihimpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan secara 

keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pihak BPRS Way Kanan agar menjaga kepercayaan 

masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai syariah 

Islam agar terjaga dari riba 

2. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar terus berupaya 

meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah dengan cara menambah 

jadwal audit atau monitoring pengawasan yang sebelumnya dilakukan 

setahun sekali kini setahun tiga kali hal itu dilakukan untuk meningkatkan 

kepatuhan BPRS yang selama ini banyak yang belum sesuai dengan prinsip 

syariah
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